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ABSTRAK

insi ini berjudul EGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
mu m“:ﬁﬂ PIDANA PENGHINAAN MELALUI MED}A SOSIAL™.
Permasalshan dalam tulisan ini adalsh 1) Bagaimana pmegakmhukum pidana di tingkat
:dikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosul, 2) Fnlctor-fa!:tor apa saja
gmid méwni\ipemgakmhnhnnpidmaditinghtpenyndihndal@ tindak pidana
w;hinm melalui media sosial. Penelitian ini bersifat empiris dengan pcrumbangan bahwa
titik tolak penelitian berdasarkan data lapangan yang di dapatkan dari Direktorat Rcsetse‘
Kriminal Khusus Subdit Cyber Crime di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengenai
hukum pidana Pasal 27 Ayat(3) Undang-Undarig Nomor 11 Tal.nm 2008 Te:}tang

Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat penyidikan bahwa tindak pidana penghinaan
merupakan delik aduan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008
dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-VII/2009 serta menuai kontroversi di dalam
masyarakat dan menyatakan bahwa pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini adalah pasal karet karena
aparat penegak hukum dengan sangat mudah menggunakan pasal tersebut untuk menangkap
dan menahan seseorang yang dianggap sudah mencemarkan dan/atau menghina seseorang di
media sosial. Penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana-
penghinaan melalui media sosial bila ditinjau dari teori penegakan hukum pidana dan faktor-
faktor yang mempéngaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri. ;

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Media Sosial, Penegakan Hukum, Penyidikan.

Mengetahui,
- Pem g Utama, Pembimbing Pembantu,
4 ——— . Q-
Rd Muhsmmad Ikhsan, SH. M.H. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001 /

NIP. 198812032011012008

NIP. 19682211995121001



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana di dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaarfeit
yang secara teoritis merupakan pikiran dari para ahli hukum di Belanda dan Indonesia
hingga saat ini. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat
dengan masalah kriminalisasi (kriminal Policy) yang diartikan sebagai proses
penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi
tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-
perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana

berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana?.

Diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) pada tanggal 21 April 2008 ini memuat pengaturan
mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan
tujuan agar dapat membangun perkembangan teknologi informasi secara optimal,
merata dan menyebar Kkeseluruh lapisan masyarakat guna untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui media elektronik. Menurut Dikdik J. Rachbini, teknologi

informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan

1 H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), him.
57.



mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan

keuangan.?

Salah satu bukti dari perkembangan teknologi adalah globalisasi. Menurut Budi
Suhariyanto,® globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan
teknologi informasi. Terjadinya perkembangan teknologi informasi ini telah menjadi
fenomena yang meluas di seluruh belahan dunia. Bukan hanya negara maju saja, di
negara berkembang juga memacu adanya perkembangan teknologi informasi dalam
masyarakatnya, yang menyebabkan kedudukannya yang sangat penting bagi kemajuan

sebuah bangsa.

Di era globalisasi, manusia dapat dengan mudah melakukan komunikasi jarak
jauh dengan beragam jenis alat komunikasi yang dapat digunakan. Salah satunya
adalah melalui handphone atau telepon genggam dengan bantuan internet.
Interconnection-networking atau yang sering disebut sebagai internet yang mulai
berkembang pada abad ke-21 yang membuat manusia mengidentikan internet sebagai

perkembangan dari teknologi.

Kehadiran internet ini telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan

manusia disebabkan karena internet merupakan sebuah ruang informasi dan

2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi
(Bandung: Refika Aditama, 2005), him. 1-2.

% Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan
dan Celah Hukumnya, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), him. 1.



komunikasi yang menjanjikan dapat menembus batas-batas antarnegara dan
mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan
cendekiawan di seluruh dunia.* Internet telah membawa kita kepada terciptanya ruang
baru yang dinamakan cyberspace (ruang siber). Cyberspace merupakan suatu tempat
yang dapat mengakses dunia informasi global interaktif yaitu internet. Cyberspace
menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat,
melainkan realitas virtual (virtual reality), dunia maya, dunia yang tanpa batas.®
Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya
juga bersinggungan dengan manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian
muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas

di dalam ruang maya (cyberspace) tersebut.®

Hadirnya internet juga dapat mengakses media sosial. Media sosial merupakan
media online yang bertujuan untuk memudahkan para penggunanya dalam berbagi,
berpartisipasi dan bersosialisasi. Dengan tujuan tersebut, mudahnya akses media sosial
mempunyai banyak manfaat bagi para pengguna. Namun, Mudahnya akses ke media
sosial tersebut memicu terjadinya kejahatan. Kejahatan dari perkembangan aplikasi

internet ini disebut dengan cyber crime. Cyber crime merupakan gejala sosial (social

4 Agus Raharjo, Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,
(Bandung Citra: Aditya Bakti, 2002), him. 4.

% lbid., him. 4-5.

6 Suyanto Sidik, Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat, http://e-
journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99, diakes pada tanggal 28 Agustus
2019, pukul 11.36 WIB.



http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99
http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99

phenomenon) yang telah menuju pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan
(crime) yang tidak hanya dianggap sebagai permasalahan individual, lokal,
nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global dan menjadi
dampak negatif dari aplikasi internet yang mencakup semua jenis kejahatan beserta
modus operandinya yang dilakukan.

Melihat bahwa dewasa ini kejahatan merupakan gejala sosial yang kerap
terjadi, maka dari itu pemahaman terhadap kejahatan harus didasarkan pada konsep
kejahatan sebagai penyakit individual yang kemudian diseimbangkan dengan konsepsi
kejahatan sebagai penyakit sosial. Indra Safitri’” menyatakan bahwa kejahatan dunia
maya adalah: “Jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi
informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa
teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas

dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.”

Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara” untuk
menyebut cyber crime, beliau mengatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara”®
dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (cyber space) atau yang biasa

juga dikenal dengan istilah “cyber crime”.

" Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Jakarta:
Refika Aditama, 2005), him. 40.

8 Teguh Arifiyadi, Dunia Siber yang Tidak Maya Oleh: Teguh Arifiyadi,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c88b4e7bae6/dunia-siber-yang-tidak-maya-oleh--
teguharifiyadi , diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, pukul 01.57 WIB



http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c88b4e7bae6/dunia-siber-yang-tidak-maya-oleh--teguharifiyadi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c88b4e7bae6/dunia-siber-yang-tidak-maya-oleh--teguharifiyadi

Salah satu jenis kejahatan di dunia maya adalah tindak pidana penghinaan
dalam media sosial yang kerap sekali terjadi. Tindak pidana penghinaan merupakan
sebuah tindakan menghina dan menyerang nama baik seseorang yang menyebabkan

seseorang tersebut merasakan dirinya dirugikan.

Di Indonesia aktivitas penghinaan cyber mengalami perkembangan yang sangat
pesat seiring dengan penggunaan internet yang berkembang pula. Pelaku tindak pidana
dengan sangat mudah mengakses semua situs jejaring sosial seperti facebook,
instagram, twitter, youtube, blog untuk mempermudahkan aksinya. Situs jejaring sosial
yang Kini disalahgunakan dalam hal mendistribusikan, mentransmisikan dan
mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang kemudian
menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh netizen yang saling

berargumen.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak,
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah
memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan
berdampak sangat buruk.® Oleh karena itu, di Indonesia telah mengatur khusus
mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

% Drs. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik
(Malang: Media Nusa Creative, 2015), him 3.



merupakan turunan dari pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang ditujukan untuk memberikan

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dibentuknya UU ITE ini mengupayakan untuk mengurangi pengaruh buruk
dari pemanfaatan kemajuan teknologi antara lain perbuatan-perbuatan yang menyerang
kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat bahkan kepentingan hukum negara.
Dengan demikian, UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang
termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan
penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam rumusan-rumusan tindak

pidana tertentu.©

Penghinaan melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3)
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 (1) UU
No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila ditulis dalam
satu naskah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliiar rupiah).” !

10 Ibid., him. 3.
11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Sebagaimana di dalam UU ITE tersebut mengupayakan untuk memberikan
perlindungan atas hak-hak institusi maupun individu, dimana penggunaan setiap
informasi melalui media yang menyangkut data institusi maupun pribadi seseorang
dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan menyetujui.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-V1/2008 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-VI1/2009 disebutkan bahwa tindak pidana
penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan
Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan
sebagai delik aduan hal tersebut telah diadopsi dan dimuat di dalam penjelasan umum
Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pernyataan diatas mengacu pada BAB XVI Kitab Undang-undang Hukum
Pidana yang mengatur bahwa tindak pidana penghinaan sebagai genus delict atau delik
aduan. Maka dari itu untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana penghinaan atau
pencemaran nama baik, diperlukan adanya pengaduan (klacht) dari korban kepada
pihak yang berwajib.

Melihat latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk lebih lagi
mengkaji tentang Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan Dalam

Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial.



B. Perumusan Masalah
Adapun permasalahan tentang tindak pidana penghinaan melalui media sosial
sebagai delik aduan ditinjau dari hukum postif di Indonesia yang akan diuraikan dalam

skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam tindak
pidana penghinaan melalui media sosial?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di tingkat

penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dalam
tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di

tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun

praktis yaitu:



1. Secara Teoritis
Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya
memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus pengetahuan
tentang hal-hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat
Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial. Penulisan skripsi
ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur - literatur dalam bidang
hukum yang telah ada sebelumnya. serta dapat memperluas wawasan mengenai

pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman
serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun
masyarakat awam Kkhususnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana di
tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial serta dapat
menjadi masukan bagi perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum
pidana khususnya tentang pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan

melalui media sosial.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada penegakan hukum

pidana di tingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial
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bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 19 tahun 2016 memiliki materi muatan penghinaan melalui media

sosial.

F. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan
mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum
pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh
negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa
yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan menegakan nestapa (penderitaan)
kepada yang melanggar larangan tersebut.*?

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi
kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari
penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum
oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan
sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan

demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu

12 Soerjono Soekamto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 7.
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penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah
tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perliaku atau tindakan yang
dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap
penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai,
kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi
ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-
kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu

kedamaian pergaulan hidup.*3

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, menegakkan hukum pidana harus
melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai proses rasional yang sengaja
direncanakan untuk mencapai suatu keadilan yang akan bermuara pada pidana dan

pemidanaan, yang meliputi: !4

a. Tahapan Formulasi
Tahapan Formulasi adalah tahapan penegakan hukum pidana (in absracto)
oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan pemilihan
sesuai dengan keadaan serta situasi masa kini dan masa yang akan datang,

kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan

13Kuncoro,2013,PenegakanHukum,http://www.jimly.com.makalah.namafile/56/PenegakanHu
kum.pdf, diunduh pada 16 Agustus 2019 pukul 03:28 WIB.

14 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta,
2002), him. 157.



http://www.jimly.com.makalah.namafile/56/PenegakanHukum.pdf
http://www.jimly.com.makalah.namafile/56/PenegakanHukum.pdf
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yang paling baik guna memenuhi syarat keadilan tahap ini disebut sebagai
tahap kebijakan legislasi.

. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (in concreto) oleh
aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian sampai ke pengadilan.
Dengan demikian aparat penegakan hukum mempunyai tugas untuk
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang
telah di buat oleh si pembuat undang-undang. Di dalam melaksanakan tugas
tersebut aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai
keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.
Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahapan penegakan pelaksanaan hukum serta secara
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahapan ini, aparat-aparat
pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-
undanganyang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui
penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan
demikian proses pelaksanaan pemidanaan telah ditetapkan dalam
pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam pelaksanaan tugasnya
harus berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan pidana
yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya

guna.
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan
hukum pidana terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan teratur serta sikap sebagai
tindak dari rangkaian penjabaran nilai tahap nakhir, untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan perdamaian bangsa dan negara Indonesia.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh
taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegakan hukumnya,
sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu
sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut
mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungan
masyarakat dalam pergaulan hidup.*®

Menurut Soerjono Soekanto keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya
dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan
yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, meliputi:*®

a. Faktor hukumnya sendiri;

15 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985),
him. 7.

16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Penegakan Hukum Cetakan ke-3,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), him. 5.
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b. Faktor penegakan hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang
membentuk dan menerapkan hukum;

c. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat;

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang

didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang

mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabilal’:

a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;

b. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami
oleh orang yang menjadi target hukum;

c. Sosialisasi yang dioptimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;

d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat
mengharuskan; dan

e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan
sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk betujuan
tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang

diancam harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

17 Salim H.S dna Erlies Septiana Nurbaini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, Rajawali Pers: Jakarta, him. 308.
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G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang penuh Kkehati-hatian dan
kecermatan.'® Penelitian juga merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuann dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus

senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum empiris dikarenakan di dalam
penelitian ini mengutamakan hasil wawancara yang diperoleh melalui Kepolisian

Daerah Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Undang-
Undang (Statue Approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan
menelaah serta mempelajari perundang- undangan dari regulasi yang berkaitan

dengan isu hukum yang sedang diteliti.®
3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai

18 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Prenada Media
Group, 2016), him.1.

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Prenada Media: Jakarta, 2011),
him. 93.
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kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan tersier?, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer vyaitu bahan-bahan hukum mengikat yang

digunakan dalam penelitian, yaitu:

1.

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah
Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan

20 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (PT Raja Grafindo
Persada: Jakarta, 2004), him. 31.
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8. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder
dalam arti sempit dan bahan sekunder dalam arti luas.?! Dalam arti sempit
pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin
atau treatises; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum
atau law review; dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa
kamus ensiklopedia hukum.?? Serta bahan hukum sekunder ini juga
berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.? Beberapa para ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier
karena bahan hukum ini yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia yang
penting dalam mendukung dalam proses analisis hukumnya.
d. Data Primer
Penelitian ini juga didukung dengan wawancara di Kepolisian Daerah

Sumatera Selatan.

2 |bid, him. 144.

22 |bid, him. 145.

ZAnugrahni, Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif,
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/,
diunduh pada 29 Agustus 2019, pukul 00.47 WIB
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang di teliti, dimana data ini
diperoleh dengan cara wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang
digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu
orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih
akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan
daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber
yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

5. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel alam melakukan penelitian ini adalah
snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau

korespondensi.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan
secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga
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memudahkan pemahaman dan interpretasi data.?* Dengan demikian hasil penelitian

ini bersifat evaluative analitis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika
deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi)
dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat
diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban

dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.?®

H. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penulisan ini, maka penulis
mengelompokan Penelitian in ke dalam bab dengan sistematika penyampaian sebagai

berikut;

BAB | PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

24 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2004), him.172.
% Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Ineka Cipta, 2009), him. 72.
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi mengenai teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil
dari kutipan buku atau literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan

penyusunan.

BAB Il PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pengaturan hukum
mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial dan pembuktian dalam tindak
pidana penghinaan melalui media sosial sebagai delik aduan ditinjau dari hukum positif
di Indonesia, sebagaimana seperti yang diangkat peneliti dari rumusan masalah

penelitian ini.

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa

berdasarkan apa yang telah diuraikan penelitian dalam bab-bab sebelumnya.
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